PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut diatas, dalam rangka mendukung pelaksanaan
tugas teknis oprasional dan/atau teknis penunjang Dinas dan
Badan Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada
masvarakat di daerah agar berjalan lancar. tertil, berdavaguna,

dan berhasilguna perly menetapkannya dengan Peraturan
Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan s:bagaimana dimaksud
nurufl a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupat; tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran:

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembarar, Negara Republik Indenesia Nomor 4438);

2. Undamg-Undang Nemor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang Nomor 14, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 9234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesi Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494); :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MOmior A4S 3

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6308) :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
nerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan  (Lembaran Negara  Republik Indcnesia

Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187. Tambahan

lLembaran Negara
mepublik Indonesia Nomor 6402,

Peraturan  Pemerintah Nomor |2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Membeniukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dar Unit
Pelaksana Teknis Daerah:

13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 93 );

16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Orgenisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesawaran;

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran,
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

3. Dinas Pendidikarn dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pesawarar;.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah
unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan
“rhiiilavaan Kabupaten Pesawaran
maruan Pendidikan adalah LInit Pelaksana
Berbentuk Satuan Pendidikan
Kabupaten Pesawaran.

Teknis Daerah Satuan Pendidikan
rormal dan Satyan Pendidikan Non Formal di

|

Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disingkat SPF adalah Kelompok

Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Formal meliput;
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, ‘

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

8. Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat SPNF adalah

Kelompok Layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Pendidikan Non
Formal.

9. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

10. Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri vyang selanjutnya
disingkat SPF TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak

omelnipaten Pesawiiran
I Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Neger yang selanjutnya disingkat SPF
S Negen adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten
Pesawaran.

12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri vang selanjutnya

disingkat SPF SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah
Pertama Negeri di Kabupaten Pesawaran.

13. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya
disingkat SPNF SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan

Belajar di Kabupaten Pesawaran yang merupakan kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

14. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat Program FNF adalah
layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat
melalui pendidikan kecekapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidilan

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan,
pendidikan  ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta

et kil untuk mengembangkan kemampuan peseris

e £ i | e
™ IR L Aa1p I.]|||._J_ Wil

thichik

|5, Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Program PAUD
adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia 5 (enam) tahun yvang dilakukan melalui pemberian rangsangan
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

16. Jabatan Fungsional adalah sekeiompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Feraturan Bupati ini dibentuk UPTD Bidang Pendidikan berupa Satuan
Pendidikan pada NDinas. terdin atas

# =PF TK Negern;
L. SPF 5D Negen,
SPF SMP Negeri; dan
d. SPNF Sanggar Kegiatan Belajar.

(2] Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan tercantum pada Lampiran | sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(2)

13)

(4)

(2)

f. melaksanakan pengimbasan pengetahrian kepada guru lain dalam proses

kegiatan belajar mengajar:
Ltiahsanahan pembuatan alat pelajaran /alat PEraga,

feoomenumbubkembangkan sikap dan pengembangan karakter positif peserta
didik;

1. mengadakarn pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung
Jawabnya;

J. membuat catatan teritang kemajuan hasil belajar:

K. mengisid an meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran;

I, melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8
“rinmrak  labatan Pelaksana sehagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c
merupekan  tenaga  kependidikan bertugas melaksanakan administrasi,
pengelolaan dan pelavanan teknis Untuk menunjang proses pendidikan pada
Satuan Pendidikan, yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.

Kelompok Jabatan Pelaksana dapat terdiri dari :

a. Pengadministrasi Umum;

b. Pengadministrasi Keua:ngan;

c. Pengadministrasi Kepegawaian; dan

d. Jabatan Pelaksana lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerja.

BAB V
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 9

Dalam rangka percepatan dan efisiensi serta koordinasi layanan administrasi
pada Satuan Pendidikan di wilayah Daerah, dibentuk Koordinator Wilayah
Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap
kecamatan di wilayah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Koordinator.

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seqrang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai Aparatyr Sipil

Negara lainnya yarig berpengalaman di bidang pendidikan dengan pangkat
minimal Il /c.
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BAE VII
HETENTUAN PENUTUP

Pasal! 11

Kepala Sekolah, Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuaij dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulaj berlaku, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 70
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

ARar setiap oreng mengetahuinya, memerintahkan pen

gundangan Peraturan By pati ini
“tiigan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupat

en Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 7 Janumari 2022

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 3 Jamua ri 2022

Plh. SEKRETARIS D Kayt@:mn PESAWARAN,

#

S UR
BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 524
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LAMPIRAN |
KEPUTUSAN BUPATI P54
NOMOR 37 T:kIfjn 2r o2

" ARAN

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANAAN TEKNIS |

VibRAH SATUAN PENDIDIKAN PADA

DINAS PENDIDIKAN DAN k! BUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

1. PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN PESAWARAN

' NO.

KECAMATAN GEDONG TATAAN

i

Nama Sekolah
g Sebelum Perubahan ' Sesudah Perubahan Alamat Sekaolah Kecamatan y r!{l’PEi
| 1 SDN 1 GEDONG TATAAN UPTD SDN | GEDONG TATAAN | Wiyono GEDONG TATAAN | 10801098 « -
| 2 SDN2GEDONG TATAAN UPTD SDN 2 GEDONG TATAAN | Sukaraja GEDONG TATAAN | 10801150 .
'3 SDN 3 GEDONG TATAAN UPTD SDN 3 GEDONG TATAAN | Taman Sari GEDONG TATAAN | 10801087 .-
4 SDN 4 GEDONG TATAAN UPTD SDN 4 GEDONG TATAAN | Sukadadi ] GEDONG TATAAN | 1080112i .
5 SDN 5 GEDONG TATAAN UPTD SDN 5 GEDONG TATAAN | Sungai Langka GEDONG TATAAN | 10801143
6 SDN 6 GEDONG TATAAN UPTD SDN 6 GEDONG TATAAN | Taman Sari GEDONG TATAAN | 10800406 |
__7 _SDN7GEDONG TATAAN | UPTD SDN 7 GEDONG TATAAN | Bagelen GEDONG TATAAN | 10801398 |
8 | SDN 8 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 8 GEDONG TATAAN Sukaraja GEDONG TATAAN | 10800296 |
. 9 SDN 9 GEDONG TATAAN UPTD SDN 9 GEDONG TATAAN | Bogorejo " GEDONG TATAAN | 10791306 |
10 | SDN 10 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 10 GEDONG TATAAN | Pampangan 'GEDONG TATAAN | 10801427 - |
11 SDN 11 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 11 GEDONG TATAAN Sukabanjar GEDONG TATAAN | 10801125
(12 SDN 12 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 12 GEDONG TATAAN | Wiyono 'GEDONG TATAAN | 10800417
13 ' SDN 13 GEDONG TATAAN | UPTD SDN 13 ( 'EDONG TATAAN | Bagelen 103e 1094 GEDONG TATAAN __|_IDBD1ﬂ94m
' 14 | SDN 14 GEDONG TATAAN UPTD SDN 14 GEDONG TATAAN Bagelen - | GEDONG TATAAN | 10800414
15 |SDN 15 GEDONG TATAAN UPTD SDN 15 GEDONG TATAAN | Sukadadi GEDONG TATAAN | 10800307 “
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-

_ 'lﬂ SDN 12 WAy <HILAU UPTD SDN 12 WAY Riili \U | Penengahan %+ KHILAU {Us—ﬂfﬁa
13 | SDN 13 WA) ~HILAU UPTD SDN 13 WAY KHI!I AU Gunung sari T T e IfHILhU 10801324
14 l_‘%g_rj 15 WAY XHILAU | UPTD SDN 14 WAY n|||'| U Padang Cermin -~ WAY RHILAU 10811219
15 | SDN 16 WAY KHILAU UPTD SDN 15 WAY i AU KubuPatu - Wa' KHILAU 10801 193
16 | SDN 17 WAY KHILAU UPTD SDN 16 WAY hHEI AU Mada Jaya WA KHILAU 10801185
| 17 [SDN 18 WAY KHILAU UPTD SDN 17 WAY KHILAU TanjungKerta WA\ KHILAU 10800402
18 | SDN 19 WAY KHILAU UPTD SDN 18 WAY KHILAU Bayas Jaya WA KHILAU 10801308
19 | SDN 20 WAY KHILAU UPTD SDN 19 WAY KHILAU Gunung Sari WAV KHILAU 10800100
KECAMATAN MARGA FUNDUH

1 Nama Sekglah = B . =
s E‘Ehfll‘m .ié'?;“b“haﬂ Eﬂkﬁhgnsudnh Pun_xl;a.han Alamat Sckolah Kecamatan KPSN
1 |SDN 1 MARCG A PUNDUH UPTD SDN 1 MARGA PUNDUH Desa Pekon Ampai MARGA PUNDUH 10800626
2 | SDN 2 MARC:A PUNDUH UPTD SDN 2 MARGA PUNDUH Desa Suka Jaya Punduh  MAKGA PUNDUH 10801157
3 | SDN 3 MARGA PUNDUH UPTD SDN 3 MARGA PUNDUH Pematang Awi, Suka Jaya MARGA PUNDUH 10800303
4 | SDN 4 MARGA PUNDUH UPTD SDN 4 MARGA PUNDUH Suka Tani, Kampung Baru MARGA PUNDUH 10800656
S5 | SDN S MARGA PUNDUH UPTD SDN 5 MARGA PUNDUH Kekatang Hilir, Kekatang  MARCA PUNDUH 10800652
6 | SDN 6 MARGA PUNDUH UPTD SDN 6 MARGA PUNDUH Penyandingan ' MARGA PUNDUH 10800620
7 | SDN 7 MARGA PUNDUH UPTD SDN 7 MARGA PUNDUH Maja Ujung, Maja * MARGA PUNDUH 10815282
8 |SDN 8 MARGA PUNDUH UPTD SDN 8 MARGA PUNDUH Suak Buah Pulau | MARGA PUNDUH 10800595
B v e o S _ Pahawang @~ A
KECAMATAN TELUK PANDAN
| i P ien Nama EEkuhgﬂu o T ———— Kecamatan NPSN
m UPTD SDN 1 TELUK PANDAN Hanura | TELUK PANDAN 10801368
2| SONZerree “" | UPTD SDN 2 TELUK PANDAN Hanura | TELUK PANDAN 10801199
3 |SDN3 TELUK PANDAN | UPTD SDN 3 TELUK PANDAN | Gebang  TELUK PANDAN 10801358
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